
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Men imbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menter i Da lam Negeri 

Nomor 64 T a h u n 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi 

dan Tata Kerja Inspektorat l^rovinsi dan Kabupaten/Kota, 

apabi la j aba tan fungsional pengawas peme i in tah te lah 

d i te tapkan sesuai pera turan perundang-undangan, maka 

j aba tan s t r u k t u r a l d ibawah inspektur pembantu d ihapus; 

b. bahwa j aba tan fungsional pengawas pemer intah te lah 

d i te tapkan dengan Peraturan Menter i Negara Pendayagunaan 

Apara tur Negara Nomor 15 T a h u n 2009, sehingga Peraturan 

Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 T a h u n 2008 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja I^embaga Teknis Daerah Kota 

Gorontalo, pe r lu d i l akukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f a dan h u r u f b pe r lu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Kel ima Atas Peraturan Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah T ingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia TeLhun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahgin Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4090); 

3. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerinhih Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82 , 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang Apara tur Sipi l 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te lah d iubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 T a h u n 2014 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5589); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 T a h u n 2000 tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran Negstra Republ ik 

Indonesia T a h u n 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana 

telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

T a h u n 2002 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2002 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4192); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 T a h u n 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipi l (Lembsiran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 196, Tambahan 
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Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4017) 

sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 T a h u n 2002 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4192); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 T a h u n 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2003 Nomor 15, Tambahan L e m b i r a n Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4263); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4578); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2007 Nomor 82, Tambahan Lembi i ran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 T a h u n 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negsira Republ ik 

Indonesia T a h u n 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang R u m p u n Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l ; 

14. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 64 T a h u n 2007 

tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja 

Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 1 T a h u n 2014 

tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah; 

16. Peraturan Daerah Nomor 2 T a h u n 2008 tentang Lembaga 

Teknis Daerah Kota Goronlnlo (Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo T a h u n 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahi in Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Nornor 96 Seri D) sebagaimana 

te lah beberapa ka l i d iubah t en i kh i r dengan Peraturan Daerah 



Nomor 6 T a h u n 2010 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

T a h u n 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 122); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

dan 

WALIKOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA 

GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI 

DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA 

GORONTALO 

Pasal I 

Ketentuan da lam Peraturan Daerah Nomor 2 T a h u n 2008 tentang Lembaga 

Teknis Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2008 

Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 96 Seri D) 

Pasal 6 Ayat (1) h u r u f g d ihapus dan Ayat (2) d iubah sehingga Pasal 6 berbuny i 

sebagai b e r i k a t : 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Inspektorat te rd i r i dar i : 

a. Inspektur 

b. Sekretariat, yang m e m b a w a h i : 

- Sub Bagian Perencanaan. 

- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

- Sub Bagian Admin is t ras i dan U m u m . 

c. Inspektur Pembantu Wilayah I . 

d . Inspektur Pembantu Wilayah I I . 

e. Inspektur Pembantu Wilayah I I I . 

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV. 

g. Dihapus. 

h . Kelompok Jabatan Funsional . 
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(2| S t r u k t u r Organisasi Inspektorat Kota Gorontalo sebagaimana t e r cantum 

pada Lampi ran I I d iubah sebagaimana t e r can tum da lam Lampi ran yang 

merupaksm bagian yang t idak terp isahkan dar i Peraturan Daerah i n i . 

Pasal I I 

Peraturan Daerah i n i m u l a i ber laku pada tanggjd d iundangkan . 

Ag;ar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangj in Peraturan 

Daerah i n i dengan penempatannya da lam Lembtiran Daerah Kota Gorontalo. 

Dite t apkan d i Gorontalo 

padatangga l , 17 A p r i l 2015 

W A L I K O T A GORONTALLOJK 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR .2 . . 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (2/2015) 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA GORONTALO 

I . PENJELASAN U M U M 

Bahwa dengan ber lakunya Peraturan Pemerintah nomor 4 1 T a h u n 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah akan member ikan kewenangan yang 

luas kepada daerah u n r u k menetapkan k e b u t u h a n organisasi sesuai dengan 

peni la ian daerah masing-masing sehingga daerah dapat membentuk 

Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan u r u s a n pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah yang t e rd i r i da r i u r u s a n waj ib dan u r u s a n p i l ihan dengan 

memperhat ikan kebu tuhan , kemampuan , keuangan, cakupan, tugas, 

kepadatan penduduk, potensi, karakter i s t ik serta sarana dan prasarana. 

Da lam penyelenggaraan pemer intahan daerah Kepala daerah d i b a n t u 

oleh perangkat daerah yang terd i r i dar i u n s u r pendukung tugas kepala 

daerah da lam penyusunan dan pelaksanaan kebi jakan daeral i yang bersifat 

spesifik ystng d iwadahi da lam lembaga teknis . 

Bahwa guna menyesuaikan dengan t u n t u t a n organisasi maka Perda 

Nomor 2 T a h u n 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis 

Daerah Kota Gorontalo pe r lu d i l akukan perubahan guna penyempurnaan 

yang d idasarkan pada Peraturan Menter i Dallam Negeri Nomor (54 T a h u n 2007 

tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan 

Kabupaten/Kota dan Peraturan Menter i Negara Pendayagunaan Apara tur 

Negara Nomor 15 T a h u n 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan d i Daerah dan Angka Kreditnya. 

I I . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

C u k u p Jelas 

Pasal I I 

C u k u p Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR : 1 8 0 



LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH 
NOMOR 2 TAHUN 2015 
TENTANG 
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA 
GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS 
DAERAH KOTA GORONTALO 

INSPEKTUR 

INSPEKTUR 
PEMBANTU 
WILAYAH I 

INSPEKTUR 
PEMBANTU 
WILAYAH II 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

SUBAG 

PERENCANAAN 

SUBAG 
EVALUASI DAN 
PELAPORAN 

SUBAG 
ADMINISTRASI DAN 

UMUM 

INSPEKTUR 
PEMBANTU 
WILAYAH III 

INSPEKTUR 
PEMBANTU 
WILAYAH IV 


